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PUTUSAN
Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Spn

U
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah
memutus berikut dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [ GGl
|
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di | HEEEEE
I selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi

di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2022
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor
362/Pdt.G/2022/PA.Spn, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang
isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai
Penuh sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
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B - dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Kecamatan

Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, pada tanggal 28 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Lawang
Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh sampai dengan
Penggugat dan Tergugat berpisabh;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1
orang anak yang bernama ||l Perempuan, yang lahir pada
tanggal 23 Juni 2014 anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
baik Namun sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi
perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak bisa di
persatukan lagi dan mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis lagi;

5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekcokan antara Penggugat
dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;

5.1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi
dikarenakan Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan rumah
tangga namun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat;

5.2. Tergugat semenjak terjadi pertengkaran jarang terbuka dengan
Penggugat bahkan Tergugat suka berbicara kasar kepada
Penggugat;

5.3. Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat
seperti menampar dan menendang Penggugat;

5.4. Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun batin
selama lebih kurang 4 bulan;

6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
baik namun sekitar bulan Juni 2022 dikarenakan Penggugat dan Tergugat
mempunyai hutang namun Tergugat tidak mau membayarnya selalu saja

seperti itu setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman
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bersama mengakibatkan rumah tangga anatara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan
kewajiban sebagaimana layak suami istri;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan upaya damai
oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau
berdamai;

8. Bahwa Penggugat saat ini membutuhkan hak asuh anak jatuh kepada
Penggugat dikarenakan anak tersebut saat ini masih membutuhkan
bimbingan dan asuhan dari Penggugat;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/74/LA-XI1/2022;

10.Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam
membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu
pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

11.Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa
yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah
memenuhui persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR
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Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah
mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk
kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak
untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah
disediakan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh atau mediator dari luar
Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis
Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk
mediator yang bernama M.Khusnul Khulug, S.Sy dan hasil dari laporan
mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut mencapai kesepakatan
sebagain terkait tentang Hak Asuh anak sedangkan tentang perceraia tidak
terdapat kesepakatan;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim
selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada
Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun
Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat
tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat
kecuali yang secara tegas dibenarkanya;

2. Bahwa identitas Tergugat benar;

3. Bahwa Poin 1, poin 2, dan poin 3 benar;

4. Bahwa poin 4 tidak benar, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi
perselisihan pada akhir-akhir ini saja;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan sebagai berikut:

- Tergugat selalu mencukupi nafkah Penggugat karena seluruh gaji
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diberikan kepada Enggugat;

- Bahwa bukan Tergugat yang tidak terbuka dengan Penggugat,
namun justru sebaliknya Penggugat yang tidak terbuka dengan
Tergugat;

- Bahwa tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh
Tergugat;

- Bahwa bukan Tergugat tidak mau memberi nafkah namun justru
seluruh akses Tergugat untuk menghubungi Penggugat tidak ada
karena di blokir oleh Penggugat;

6. Bahwa benar sejak Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal;

7. Bahwa benar sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga;

8. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik

secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada dali jawaban Tergugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak,

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak
Penggugat maupun pihak Tergugat;
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut::
I. Bukti Surat
1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor || NN atas nama

Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan || IEGzG@zB0. :2no02' |G 2 2

bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di

persidangan dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi

tanggal dan diparaf, serta diberi kode bukti P.1;

[I. Bukti Saksi
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(@

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di [N
I tclah memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, selain itu juga
masalah anak bawaan Penggugat, serta masalah kekerasan ketika
terjadi pertengkaran;

- Bahwa karena perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal kurang lebih selama 4 bulan ;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap
dengan pendirianya untuk mengajukan gugatan di pengadilan
Agama,;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di [ G

I i bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, selain itu juga
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masalah anak bawaan Penggugat, serta masalah kekerasan ketika
terjadi pertengkaran;

- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal kurang lebih selama 4 bulan ;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap
dengan pendirianya untuk mengajukan gugatan di pengadilan
Agama;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat
menyatakan menerima dan membenarkan, dan menyatakan cukup atas
pembuktianya;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk
mengajukan alat bukti dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir
kembali untuk menghadap di persidangan dan tidak pula memberi kuasa
kepada orang lain, oleh karena kemudian Majelis Hakim melanjutkan dengan
proses persidangan selanjutnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam
surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka

berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara a-quo;
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Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai
cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi unsur
formil dan materiil selayaknya sebuah akta autentik, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdata, alat bukti surat P.1 tersebut
harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam
akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat), dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan
Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Dengan
demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau
“legal standing” sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan
selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan
kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-
dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai
perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah
pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama M.
Khusnul Khuluqg, S.Sy. pada tanggal 25 Oktober 2022. Adapun berdasarkan
laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut berhasil
sebagian terhadap tuntutan hak asuh anak dan tidak ada kesepakatan dalam
hal perceraian;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun
berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis
Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat
supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan
tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap
melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan
Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat
adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin
bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas
dasar hal tersebut Penggugat menuntut untuk di putusakan pernikahanya
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat
disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini
adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus
menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena
alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus
memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak
harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan
dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk
rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan
oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil
Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapun hal tersebut adalah

sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada
tanggal 28 Agustus 2013;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni
2022;

4. Bahwa sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalii yang menjadi perbedaan antara
Penggugat dan Tergugat adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat
dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang
diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka
sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang
dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan
dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada
kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian
tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatanya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode
(P.1) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu || |Gz
I -~ I

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 karena telah diberi materai cukup
sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1985, dan dapat
dicocokkan denga aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bedasarkan bukti P.1 sebagai akta otentik yang
mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah
atas nama Penggugat dan Tergugat , maka sesuai ketentuan pasal 285 RBg jo
Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka telah terbukti Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Agustus 2013
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yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan
keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah
menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau
adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan
ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai
kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)
RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dari
kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,
saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan
dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber
pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling
bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi pergugat yang dihadirkan di
persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang
memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan telah
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati
Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat,
namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat dan jawaban
Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat
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kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan
dengan alat bukti surat berkode (P.1) dapat dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28
Agustus 2013. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian
ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan
hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Penggugat
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini
ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat
serta para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturuan,
Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da
dukhul). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena
berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa
perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah
ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam
keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal
tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan
telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali
apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal
19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa
alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami,
apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan

perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini,
Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang
terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut diatas,
Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan
yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah ranjang dan tidak
menjalankan kewajiban layaknya suami siteri selama 4 (empat) bulan. Rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pula diupayakan damai namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah rumah, hal tersebut telah menunjukan bahwa Penggugat dan
Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami
isteri. Yang keadaan tersebut menunjukan bahwa permasalahan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik
dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalah rumah tangga
tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi
pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan
permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis
Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada
Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun
Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal
tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah
tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga
mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses
persidangan salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah

tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan,
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akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini
terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin
meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya
pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila
dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak
hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat
kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan
bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup
untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah
tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak
dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan
perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah
sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu
keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan
berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar
dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan
tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat
bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits
Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-
Shaghir Juz Il halaman 203 yang berbunyi:

J\)@Y}JFY
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Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula
membahayakan orang lain;
dan sesuai pula dengan gaidah fighiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir
halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim
sebagai berikut:

cllad) Gla e atie auliall 5
Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10
Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “ Apabila pengadilan
telah yakin suatu perkawinan telah pecah bararti hati kedua belah pihak (suami
istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan
siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan
hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah
talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam
dari talak ba’in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 Oktober
2022, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai
dengan dasar adanya Kesepakatan damai yang di buat pada tanggal 25
Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana
pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap hak
pengasuhan anak yang bernama |||l Perempuan, lahir tanggal 23
Juni 2014 berada dalam asuhan Penggugat atau Ibu kandungnya, sedangkan
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terhadap nafkah anak akan sama-sama dipenuhi oleh Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap
petitum tentang hak asuh anak, Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan
anak yang bernama | Perempuan, lahir tanggal 23 Juni 2014
berada dalam asuhan Penggugat atau Ibu kandungnya, yang selanjutnya akan
ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba’da dukhul sebagaimana maksud pasal 153 ayat (4) dan pasal 155 Kompilasi
Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut penggugat wajib menjaga
dirinya, tidak menerima pinangan dan menikah dengan pria lain, hal ini
sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Sungai Penuh dalam perkara Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Spn, tentang
mengabulkan permohonan Penggugat untuk pembebasan biaya perkara
(prodeo);

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama [l

B P-r=mpuan, lahir tanggal 23 Juni 2014berada pada
Penggugat selaku ibu kandung;
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4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama
Sungai Penuh tahun anggaran 2022;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Kamis tanggal 10 November 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami
ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.l, M.H. sebagai Ketua Majelis, M.
KHUSNUL KHULUQ, S.Sy., dan AFFI NURUL LAILY, S.H.l. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim
Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Spn tanggal 11 Oktober 2022. Putusan tersebut
diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi
ZULPIKAR, S.H.l.,M.H.Il. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan diluar hadirnyaTergugat;

Ketua Majelis,

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.l., M.H

Hakim Anggotal l, Hakim Anggota ll,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy AFFI NURUL LAILY, S.H.I

Panitera Pengganti,

ZULPIKAR, S.H.I.,M.H.I.
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